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I SALINAN I

GlIBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 320 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA ,<ERJA
RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

I '
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan

Daerah: Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu;

iAengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharclan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20('4 tentang Pemeriksaan
Pen\Jelolaan dan Tanggung Jawab Pengelol;jan Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ten,ang Praktik Kedokteran;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahar
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negcrra
Kesclt'Jan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenl,tnn Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tent,lng Rumah Sakit;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

t "
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10. Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 2014;

11. Undang-Undang NomoI' 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Perrierintahan;

12. Peraturan Pemerintah NomoI' 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatctn;

13. Peraturan Pemerintah NomoI' 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Pemerintah NomoI' 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

15. Peratura(l Pemerintah NomoI' 8 Tahun 2006. tentang Pelaporan
Keuanga'1 dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Pemerintah NomoI' 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangket Daerah;

18. Peraiuran Pemerintah NomoI' 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

19. Peraturarl Menteri Dalam Negeri NomoI' 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri NomoI' 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 45 Tahu1 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

22. Peraturan Menteri Kesehatan NomoI' 755/Menkes/PerIlV/2011
tentang P'enyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

23. Peraturan Menteri Kesehatan NomoI' 49 Tahun 2013 tentang Komite
Keperawatan Rumah Sakit;

24. Peraturan Menteri Kesehatan NomoI' 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

25. Peratul'an Daerah NomoI' 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan
Daerah;

26, Peraturan Daerah NomoI' 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
PerangkalDaerah;
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27. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit
Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

28. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola
Peng~lolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

29. Keputusan Gubernur NomoI' 530 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Dewan Fjengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;

30. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tertang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Mf;'letapkan : PERATUF\AI'-J GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIBU.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perargkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Prcvinsi Daerah Khusus
Ibukota "akarta.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah F'rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya c'isingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

8. Biro Org'anisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut
Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pro'linsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
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10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusu's Ibukota Jakarta.

11. Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut RSU
Kepulauc,n Seribu adalah Rumah Sakit UmUrTl Kepulauan Seribu
Dinas Kesehatan.

12. Direktur adalah Direktur RSU Kepulauan Seribu.

13. Komite Medik adalah Komite Medik RSU Kepulauan Seribu.

14. Unit Pelayanan Medis adalah bagian atau subordinat dari RSU
Kepulauan Seribu sebagai tempat pelayanan medis.

15. Unit P!,layanan Penunjang Medis adalah bagian atau subordinat dari
RSU Kepulauan Seribu sebagai tempat pelayanan penunjang medis.

16. Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah bagian atau subordinat
dari RSt,J Kepulauan Seribu sebagai tempat pelayanan asuhan
keperawatan.

17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya d'singkat SPI adalah
unsur' .pengawasan internal yang bertu!;,as melaksanakan
pengawasan internal terhadap pengelolaan dan ~,emanfaatan sumber
daya (surnber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan metoda)
di RSU Kepulauan Seribu.

18. Stat Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spe,;ialis dan dokter gigi
spesialis di RSU Kepulauan Seribu.

19. Kredensi,1i adalah proses evaluasi oleh suatu rumah sakit terhadap
seseoran!~ untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi
kewenangan klinis menjalankan tindakan mejis tertentu dalarn
Iingkungar: rumah sakit tersebut untuk suatu periode tertentu.

20. Panitia Adhoc adalah panitia yang dibentuk dalam jangka waktu
tertentu sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

21. Mitra Bestari adalah sekelompok orang dengan reputasi tinggi yang
memiliki kesamaan protesi, spesialisasi dengan,eorang dokter yang
sedang menjalani proses kredensial dan/atau dianggap dapat dinilai
kompeterisi untuk rnelakukan tindakan medis terti: ntu.

22. Pegawai' Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai ,pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalarn suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasprkan peraturan perundang-undangan

23. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

24. Pegawai IJemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indor:lesia yang memenuhi syarat tertentl', yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalarn
rangka rntllaksanakan tugas pemerintahan.
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25. Kesehat~1n Kelautan adalah Permasalahan kesehatan yang
diakibatkan aktivitas laut.

26. Pelayanan Medik Hiperbarik adalah Pengobatan oksigenasi
hiperbarik yang dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan dengan
menggunakan Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT) dan
pemberian pernapasan oksigen murni (02=100%) pada tekanan lebih
dari satu atmosfer dalam jangka waktu tertentu.

27. Gangguan Kesehatan Hiperbarik adalah Gangguan kesehatan yang
diakibatkan oleh perubahan tekanan udara pada manusia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk kelembagaan RSU Kepulauan
Seribu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
,

Pasal3

(1) RSU Kepulauan Seribu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna (dengan mengutamakan upaya penyembuhan
(kuratif), pemulihan (rehabilitasi) yang dilakukan secara terpadu
dengan upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan (promotif)
serta rnelaksanakan upaya rujukan khususnya bidang gangguan
kesehatan hiperbarik).

(2) RSU I<:epulauan Seribu dipimpin oleh seo.-ang Direktur yang
be,kedudukan di bawah dan bertanggung jalloJab kepada Kepala
Dinas.

Pasal4

(1) RSU Kepulauan Seribu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
kesehalan perorangan secara paripurna (dengan mengutamakan
upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitasi) yang
dilakukiln secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif) dan
peningkatan (promotif) serta melaksanakc n upaya rujukan
khu?usnya bidang gangguan kesehatan hiperbarik).

(2) Untul< menyelenggarakan tugas sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1), RSU Kepulauan Seribu menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
R3U Kepulauan Seribu;
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b. pelaksanaan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran RSU Kepulauan Seribu;

e. p,enyusunan pedoman. standar dan prosedur RSU Kepulauan
.Seribu;

d. penyelenggaraan pelayanan medik umum;

e. penyelenggaraan pelayanan medik spesialis dasar;

f. penyelenggaraan pelayanan spesialis penunjang medik;

g. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;

h. penyelenggaraan pelayanan penunjang klinik;

i. penyelenggaraan pelayanan penunjang non klinik;

j. penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan;

k. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan arnbulans;

I. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan;

m. penyelenggaraan urusan rekam medis;

n. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja;

o. pen yelenggaraan pelayanan kesehatan hip,: rbarik;

p. penyelenggaraan kesehatan lingkungan rurr·ah sakit;

q. penyelenggaraan pemulasaraan jenazah;

r. penyelenggaraan keselamatan pasien;

s. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga
ke,sHhatan;

t. fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan
khususnya kesehatan kelautan;

u. fasilitasi pendidikan dan pelatihan kesehatan kelautan
khu3usnya pelayanan medik hiperbarik;

v. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka
meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan;

w. pemberian dukungan pelayanan medis ker;-ada masyarakat dan
perangkat daerah;

x. pen'yelenggaraan sistem informasi manajernen rurnah sakit;

y. pengelolaan kepegawaian. keuangan dan barang RSU
Kepulauan Seribu;

z. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan RSU
Kepulauan Seribu;

aa. penJelolaan kearsipan. data dan informasi RSU Kepulauan
Seribu;

ab. pelcksanaan pengelolaan teknologi informasi RSU Kepulauan
Seribu;

ae. pen,~elolaan prasarana dan sarana RSU Kepulauan Seribu;

ad. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan aeara RSU
K,epulauan Seribu; dan

ae. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan,
fungsi RSU Kepulauan Seribu.
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BABIV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi
\

Pasal5

(1) Susunan Organisasi RSU Kepulauan Seribu, terdiri dari :

a. Direktur;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Sek:"i Pelayanan Medis;

d. Sek:"i Keperawatan dan Penunjang Medis;

e. Satuan Pengawas Internal;

f. Komite Medik; dan

g. SUbkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan 3usunan Organisasi RSU Kepulauan Seribu sebagaimana
tercai,tlm dalam Lampiran Peraturan Gubernu~ ini.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal6

Direktur mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSU
Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subt,agian, Seksi dan
Subkelornpok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja
Perangka: Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi
Pemerint'lh/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSU
Kepulauan Seribu;

d. mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan dan manajemen di
RSU Kep'Jlauan Seribu; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas dan
fungsi R~;U Kepulauan Seribu.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam
pelaksanaan administrasi RSU Kepulauan Seribu.
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(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seoran9 Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
dan rencana bisnis anggaran RSU Kepulauan Seribu sesuai
den~lan lingkup tugasnya;

b. melc:ksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan dan
re,ncana bisnis anggaran RSU Kepulauan Seribu sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja
dan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSU Kepulauan
Seriou;,

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi
.pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran
dan rencana bisnis anggaran RSU Kepulauan Seribu;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang;

f. mele,ksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

g. melelksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara RSU
Kepulauan Seribu;

h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja RSU I<epulauan Seribu;

i. melaksanakan pengelolaan teknologi inforrlasi RSU Kepulauan
Seribu;

j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi RSU
Kepljlauan Seribu;

k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan
pelaooran penerimaan retribusi RSU Kepulau<ln Seribu;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas RSU Kepulauan :,:eribu;

m. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemi1soran;

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medis

Pasal8

(1) Seks,i. Pelayanan Medis merupakan Satuan Kerja Lini RSU
KepLllauan Seribu dalam pelaksana2r1 pengembangan,, .
pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis.

(2) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
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(3) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas :

a, menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
dan rencana bisnis anggaran RSU Kepulauan Seribu sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b, mela'ksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan
anggaran dan rencana bisnis anggaran RSU Kepulauan Seribu
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c, menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan
p~ngembangan, pengendalian dan pengoorcJlnasian pelaksanaan
pelayanan medis;

d, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pengendalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan
medis, pelayanan kegawatdaruratan, rujukan dan pelayanan
medik hiperbarik;

e, menyusun dan menyediakan kebutuhan perlengkapan/peralatan/
inventaris pelayanan medis/kegawatdaruratan/rujukan;

f. mengembangkan kegiatan pelayanan medis, pelayanan
kegawatdaruratan, rujukan dan pelayanan medik hiperbarik;

g. menyusun standar pelayanan medis, standar operasional
pros,3dur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan
kegi~ltan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan, rujukan
dar;J ;Jelayanan medik hiperbarik;

h. men!Joordinasikan penyelenggaraan keselamatan pasien;

i. melaksanakan koordinasi pelayanan ambulans;

j. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan
kesehatan;

k. menyusun rencana pengembangan tenaga medis dan
mengoordinasikan pelaksanaannya:

I. meleksanakan penyuluhan kesehatan rumai' sakit:

m. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kesehatan kelautan
khususnya pelayanan medik hiperbarik; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabka'l pelaksanaan tugas
Seksi Pelayanan Medis.

(4) Untuk ~lelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
di ba\Nclh Seksi Pelayanan Medis dibentuk pcl'ing banyak 5 (lima)
Satuan Pelayanan.

(5) Satu3n'Pelayanan sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) dipimpin
oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan berked~dukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis.

(6) Kepala Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas
Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Direktur
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Sagian Kelima

Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis

Pasal 9

(1) Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis merupakan Satuan Kerja
Lini RSU Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan pengembangan,
pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan
keperawatan dan pelayanan penunjang medis.

(2) Seksi f<eperawatan dan Penunjang Medis di~,impin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada. Direktur.

(3) Seksi K:eperawatan dan Penunjang Medis mempunyai tugas :

a, menyusun bahan reneana strategis, reneana kerja dan anggaran
dan r.eneana bisnis anggaran RSU Kepulauan Seribu sesuai
denl;lan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis, dokl men pelaksanaan
anggaran dan reneana bisnis anggaran RSU Kepulauan Seribu
sesL:ai dengan lingkup tugasnya;

e, menjusun pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan
pengembangan, pengendalian dan pengooroinasian pelaksanaan
pela~lanan keperawatan dan pelayanan penllnjang medis;

d. men'~oordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pen\jendalian serta pembinaan pelaksanaar, kegiatan pelayanan
keperawatan dan pelayanan penunjang medis;

e, men yusun dan menyediakan perlengkapan/peralatan/inventaris
pelayanan keperawatan dan pelayanan penllnjang medis;

f, mennembangkan kegiatan pelayanan keperawatan dan
pelayanan penunjang medis;

g, menyelenggarakan urusan rekam medis;

h, mEmyelenggarakan pelayanan gizi, laboratorium, kefarmasian,
radiodiagnostik, rehabilitasi medik dan pemulasaraan jenazah
serta pelayanan penunjang medis lainnya;

i. menyusun reneana pengembangan tenaga keperawatan dan
te~aga penunjang medis serta mengoordinasil<an pelaksanaannya;

j, men:lelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja, laundry
dan sanitasi lingkungan rumah sakit; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis,

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
di bawah Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis dibentuk paling
bany~k 5 (lima) Satuan Pelayanan.

(5) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin
oleh ~e<Jrang Kepala Satuan Pelayanan berk.'ld'Jdukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi i<:eperawatan dan
Penunjang Medis.
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(6) Kepal'a Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diangkat dan diberhentikan oteh Direktur.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas
Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

(1) Satuan· Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal
RSU Kepulauan Seribu sebagai unit kerja Diroas Kesehatan yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD).

(2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam
melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala
Subbagian, Kepala Seksi dan/atau pihak lain.

(3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tug a', pengawas internal
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (rnanusia,
keuangan, perlengkapan dan metode) RSU Kepulauan Seribu.

,
(4) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimcksud pada ayat (3),

Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas :

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan I,egiatan pemeriksa
inter~lal;

b. men~/usun program kerja dan jadwal pengawasan internal;

c. melaksanakan kegiatan pengawasan internal;

d. mengolah dan melaporkan hasil pengawasan internal;

e. men'fusun dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut
terhadap temuan hasil pengawasaninternal yang dilakukan;

f. mernantau dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak
lanjut hasil pengawasan internal yang dilakul<an;

g. meiaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pengawas
ekstE,rnai dan/atau aparat pemeriksa internal Pemerintah; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan lungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal11

(1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
c. palin;) banyak 3 (tiga) orang anggota; dan

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota
Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
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a. Pegawai Negeri Sipil;

b. be.rprafesi sebagai tenaga kesehatan atau pegawai non
kesehatan;,

c. merniliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;

d. rnerniliki nilai keteladanan dan dihormati oleh pegawai rurnah
sakit;

e. tidak pernah melanggar etika prafesi atau dikenakan hukuman
disiplin kepegawaian;

f. tirJak pernah melakukan perbuatan tercela;

g. mel~iliki pendidikan paling rendah strata satu; dan

h. merililiki integritas.
,

(3) Kepala; Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat
oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya.

(4) Kepala. Satuan Pengawas Internal berkeduclukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(5) Sekretmis dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas
Interna,.

(6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawascJll internal Kepala,
Sekretmis dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak
seba\lai Tim dan hasil pengawasan serta rekornendasi tindak lanjut
terhadc.p hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil
bersama sebagai Tim.

(7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris cI,bantu oleh tenaga
Sekretclriat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit
atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.

(8) Ketentuan lebih ianjut mengenai pembentukail dan rincian tugas
Ketua', Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur
dengan Peraturan Kepala Unit.

, ,, Bagian Ketujuh

Komite Medik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata
kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga prafesionalismenya
melalui rnekanisme kredensial, penjagaan mlltll profesi medis dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis, bertanggung jawab
kepada eirektur,
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Pasal13

Komite .~~edik merupakan organisasi fungsional yang dibentuk oleh
Direktur.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

(1) Komite'Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai
tugas meningkatkan profesionalisme staf medis dengan cara :

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan
rno31akukan pelayanan medis;

b. mernelihara mutu profesi staf medis; dan,
c. mer.jaga disiplin. etika dan prilaku staf medis.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Komite Medik menyelenggarakan fungsi di bidang :

a. Kreclensial meliputi :

1. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis
s:esuai dengan masukan dari kelompok staf medis
berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;

2. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi,
kesehatan fisik dan mental. perilaku dan etika profesi;

3. E'valuasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran
rligi berkelanjutan;

4. pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan
f:linis;

5. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;

6. pelaporan hasil penilaian kredensial dan penyampaian
rekomendasi kewenangan klinis pad a Komite Medik;

7. ilelaksanaan proses kredensial pada saat berakhirnya masa
berlaku surat penugasan klinis dan ad,mya permintaan dari
I(omite Medik;

8. pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan
. surat penugasan klinis; dan

9 st~suai dengan kebutuhan pelayanan dan manajemen rumah
!;akit. Direktur sewaktu-waktu dapat menugaskan Komite
Medik untuk melakukan proses kredensial kepada staf medis
fungsional yang diperintahkan oleh Direktur sesuai kebutuhan
.pelayanan dan manajemen rumah saki!.

b. Muiu profesi staf medis meliputi :

1. pelaksanaan audit medis;

2.' pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam
. rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
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3. pemberian rekomendasi kegiatan eksc'lrnal dalam rangka
pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit
tersebut; dan

4. pemberian rekomendasi proses pendarnpingan (proctoring)
bagi staf medis yang membutuhkan.

c. Disiplin, etika dan perilaku staf medis meliputi :

1. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
2. pemeriksaan staf medis yang diduga merakukan pelanggaran

disiplin;
3. pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di

rumah sakit; dan
4. pemberian nasihatlpertimbangan dalam pengambilan

keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal15

(1) Susuna'n Organisasi Komite Medik sekurang-kuran[jnya, terdiri dari:

a. KetLa;
b. Sekretaris; dan
c. SllbKomite.

(2) Dalam hal keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite
. Medik ~;ekurang-kurangnyadapat terdiri dari :

a. Ketua dan Sekretaris tanpa Subkomite Medik; atau
b. Ketua dan Sekretaris merangkap Ketua dan Anggota Subkomite.

(3) Ketua, Sekretaris dan Subkomite Medik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
dari pegawai yang berkompeten.

Paragraf 4

Panitia Adhoc

Pasal 16

(1) Dalam· melaksanakan tugas dan fungsinya I<omite Medik dapat
dibantLi oleh Panitia Adhoc sesuai kebutuhan.

(2) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ay3t :1) ditetapkan oleh
Direktur berdasarkan usulan Ketua Komite Medik.

(3) Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ;lyat (1) berasal dari
Staf M\ldis yang tergolong sebagai Mitra Bestari.

(4) Staf Medis yang tergolong sebagai Mitra Bestari sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berasal de,rl rumah sakit lain
perhimaunan dokter spesialis/dokter glgl spesialis, kolegium
doku:,r/dokter gigi, kolegium dokter spesialis.'dc·kter gigi spesialis
danhtelu institusi pendidikan kedokteran/kedokter nn gigl.
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Paragraf 5

Pembentukan

Pasal17

(1) Pembe~tukan Komite Medik ditetapkan oleh Di'-ektur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Medik di
RSU fCepulauan Seribu ditetapkan dengan Keputusan Direktur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal18

(1) RSU b~epulauan Seribu dapat mempunyai Subkeiompok Jabatan
Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional
melaksanakan tugas
Kepulauan Seribu.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam Susunan Organisasi Struktural RSU

Pasal19

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi.'keahlian/kompetensi
Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional
RSU Kepulauan Seribu sebagai bag ian dari ICelompok Jabatan
Fungsibnal Dinas Kesehatan.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimall3 dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepadCl Direktur.

(3) Ketua Subkeiompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
padEI ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepaia Dinas atas
usul Direktur dari pejabat fungsional yan'J berkompeten dan
berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional RSU Kepulauan
Seribu diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bag ian dari
pengaluran Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai dengan
ketentlJan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 20

(1) Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon III.B.

(2)
,

KepalE\ Subbagian dan para Kepala Seksi merupakan Jabatan
StrulitLiral Eselon IV.B.
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BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalarn rnelaksanakan tugas dan fungsinya, RSU Kepulauan Seribu
wajib taat dan berpedornan pada ketentuan peraturan perundang­
undan~lan.

(2) Direktu r rnengernbangkan koordinasi dan kerja sarna dengan
Satuan· Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah
dan/atau Instansi Pernerintah/Swasta ter~:ait dalarn rangka
rneningkatkan kinerja dan rnernperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi RSU Kepulauan Seribu.

Pasal 22

Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala SPI, Ketua Kornite
Medik, Sekretaris Kornite Medik, Subkornite Medik, Sekretaris SPI,
Anggota SPI, Ketua Subkelornpok Jabatan Fungsional serta Pegawai
pada RSU I<epulauan Seribu wajib rnelaksanakan tugas rnasing-rnasing
sesuai dengan ketentuan peraturan perund2ng-undangan serta
rnenerapka' prinsip koordinasi, kerja sarna, inlegrasi, sinkronisasi,
sirnplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasai 23

(1 )

(2)

Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala SPI, Ketua
Kornite Medik, Sekretaris Kornite Medik, Subkornite Medik,
Sekretaris SPI, Anggota SPI dan Ketua Subkelornpok Jabatan
Fun9~;ional pada RSU Kepulauan Seribu wajib rnernirnpin,
rnen!)oordinasikan, rnernberikan birnbingan, l1lernberikan petunjuk
pelal<sanaan tugas, rnernbina dan rnenilai kinerja bawahan rna sing­
rnasing.

Dire~tur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala SPI, Ketua
Kornite Medik, Sekretaris Kornite Medik, Subkomite Medik,
Sekretaris SPI, Anggota SPI dan Ketua subkelompok Jabatan
Fungsional serta Pegawai wajib rnengikuti dan mematuhi perintah
kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peratuian perundang-undangan.

Pasal 24

Direktur, K'3pala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala SPI, Ketua Komite
Medik, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI,
Anggota SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan r:ungsional pada RSU
Kepulauan. Seribu wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
tugas bawahan rnasing-masing serta mengambH !angkah-Iangkah yang
diperluks.n apabila rnenemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan.
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Pasal25

(1) Direktur, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi, Kepala SPI, Ketua
Komite Medik, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik,
Sekretaris SPI, Anggota SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional serta Pegawai pada RSU KeplJlauan Seribu wajib
menyampaikan laporan dan kendala pelaksa'laan tugas kepada
atasan, masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perund~ng-undangan.

(2) Atasan :/ang menerima laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai
bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing­
masing.

Pasal26

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan
reforlT)asi birokrasi terhadap RSU Kepulauan Seribu.

(2) Keteiltuan lebih lanjut mengenai pembir aan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana
dimakslJd pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

RSU Kepl)lauan Seribu sebagai Unit Kerja Kesehatan yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah {PI:lK-BLUD) dapat mempunyai Pegawai yang terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; can
c. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipi\.

Pasal 28

(1) Peg<jwai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf a, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri ~;ipil sebagaimana
dimal<sud dalam Pasal 27 huruf a dilaksan3kan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mellgenai Aparatur Sipil
Negara.

(3) Dalarn. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah rlelalui BKD dan Biro
Organi~.asi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian
Dina'> Kesehatan.

I
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Pasal 29

(1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Xerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan Pegawai Aparatur
Sipil Negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja s3bagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan
sesuai :Jengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalaro pelaksanaan pengelolaan kepegawaian RSU Kepulauan
Seribu mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD
dan Biro Organisasi dan RB.

Pasal30

(1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada RSU Kepulauan Seribu
mer'.lpakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSU Kepulauan
Seribu, sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan ,'ang menerapkan
Pola' Pengelolaan Keuangan Badan Layallal1 Umum Daerah
(PPK-8LUD).

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hLJruf c, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq-undangan Pegawai
Non Pilgawai Negeri Sipil pada SKPD/UKPD yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layal1an Umum Daerah
(PP~~-BLUD).

BABVIII

KEUANGAN

Pasal31

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi RSU Kepulauan Seribu sebagai
Unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibebankan
pada :

a. Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Pendapatan operasional RSU Kelas 0; dan

c. BantLJan atau hibah dari pihak ketiga yang sah ('an tidak mengikat.

Pasal32

Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagairqana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a di'aksanakan sesuai
dengan ket'3ntuan peraturan perundang-undan~lan d. bidang keuangan
negara/dae:ah.
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Pasal 33

Pengelolafm keuangan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuan!3an Badan Layanan
Umum Daer'ah,

Pasal 34

Pengelolaall keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-'Jndangan,

BABIX

ASET

Pasal 35

(1) Aset' yang dipergunakan oleh RSU Kepulauan Seribu sebagai
prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah
dan ,ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan
barang milik negara/daerah,

Pasal 36

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima RSU Kepulauan Seribu
dalarn rangka pelaksanaan tugas dan fL'ngsi dalam bentuk
pemnedan hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan
penerimaan barang daerah,

(2) Penerirnaan barang daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya
dilaporl(an kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebag3i Bendahara Umum
Daerah untuk dicatat dan dibukukan dalarn daftar Barang Milik
Daerah (BMD),

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal37

(1) RSU I<epulauan Seribu menyusun dan menyampaikan laporan
berkala tahunan, semester, triwulan, bulanar, dan/atau sewaktu­
wak\u kepada Kepala Dinas,
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan :

a.' kepegawaian;

b. keuangan;

c. kinerja;

d. barang;

e. akllntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal 38

Dalam ranoka akuntabilitas, RSU Kepulauan Seribu mengembangkan
sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian
internal Dinas Kesehatan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 39

Pengawasc:n terhadap RSU Kepulauan Seribu dilaksanakan oleh :

a. Lembag a negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan
dan tan(lgung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Fengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal40

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja RSU Kepulauan Seribu
diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur
tersendirf, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan !<euangan daerah dan
prioritas daerah

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 3 T3hun 2011 tentang Pembentukan Orga lisasi dan Tata Kerja
Rumah Sa <it Umum Kepulauan Seribu, dicabut jan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar E.etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKIT. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

8ERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOI~ 62187


